
 

 

 

 
 

 

BUPATI PURWAKARTA 

PROVINSI JAWA BARAT 

 

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA 
 

NOMOR  : 17 TAHUN 2015 
 

 

TENTANG 

 

BESARAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN  

BEBAN KERJA BAGI PARA AUDITOR DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT  

KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2015 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI PURWAKARTA, 
 

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan gairah kerja bagi para auditor di 
lingkungan Inspektorat Kabupaten Purwakarta, maka 
dipandang perlu diberikan Tunjangan Tambahan Penghasilan 
Berdasarkan beban Kerja yang besarannya ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI 
Tahun 1968 Nomor 31 TLNRI Nomor 2851); 
 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47 TLNRI 
Nomor 4286); 
 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 5, 
TLNRI Nomor 4355); 
 

  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 66, TLNRI 
Nomor 4400); 
 

  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126 TLNRI 
Nomor 4438); 
 



  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, 
TLNRI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(LNRI Tahun 2014 Nomor 246, TLNRI Nomor 5589); 
 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Negara (LNRI Tahun 2005 Nomor 
140 TLNRI Nomor 4578); 
 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 165, 
TLNRI Nomor 4593); 
 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(LNRI Tahun 2006 Nomor 25, TLNRI Nomor 4614);  
 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (LNRI Tahun 2007 Nomor 
89, TLNRI Nomor 4751); 
 

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang  Perubahan 
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 
 

  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja 
Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/kota ; 
 

  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007  
tentang Pedoman Tatacara Pengawasan Atas 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri 
Nomor 8 Tahun 2009; 
 

  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 
tentang Pedoman Tatacara Pengawasan atas 
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 
 

  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi 
Khusus di Daerah;  
 

  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2013 
tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah Tahun 2014; 

 

  17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah; 
 
 
 
 
 



  18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2013; 
 

  19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor  5  
Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2015; 

  20. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 102 Tahun 2014 
tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja 
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2015; 

    
 

M E M U T U S K A N : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN 

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA 

BAGI PARA AUDITOR DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT 

KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2015 

 
 

Pasal 1 
 
 

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bagi para Auditor adalah 
Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada para Auditor yang dalam 
melaksanakan tugasnya dinilai melampaui beban kerja normal. 

 

 
Pasal 2 

 
 

Besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja bagi para 
Auditor adalah sebesar Rp. 912.500 (sembilan ratus dua belas ribu lima ratus 
rupiah) per bulan. 

 

 
Pasal 3 

 
 

Besaran Tunjangan berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 merupakan batasan tertingi. 

 

 
Pasal 4 

 
 

Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja diberikan setiap 
bulan selama 12 (dua belas) bulan kepada para Auditor di lingkungan Inspektorat 
Kabupaten Purwakarta. 

 

 
Pasal 5 

 
Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan 
kepada APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2015. 

 
 
 
 
 
 
 



Pasal 6 
 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta. 
    

Ditetapkan di Purwakarta 
Pada tanggal  15 Januari 2015           

 

         BUPATI PURWAKARTA, 

 

      Ttd. 

 

 
 

               DEDI MULYADI 
 

Diundangkan di Purwakarta 
Pada tanggal 15 Januari 2015 
 

  SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PURWAKARTA 

 

 

 

Drs. H. PADIL KARSOMA,M.Si 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 17 


